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AbstrakL 

DiIndonesia, persepsi masyarakat terhadapLlembaga peradilan semakin memprihatinkan. Peradilan 

tidakL lagi dipandangL sebagai tempatL untuk mencari keadilan dalam rangka penegakanL hukum, 

melainkanL sebagai alat dari penguasa atau kekuasaan. Permasalahan dalamL penelitian iniL adalah 

pengaturan contempt ofL court dalam teori sistemL peradilan pidanaL Indonesia danL 

implementasinya dalamL teori sistemL peradilan pidanaL positif sertaL RUU KUHP. Penelitian iniL 

menggunakan pendekatanL yuridis Lnormatif, dengan menganalisisL dan menginterpretasikan 

Laspek-aspekL teoritis mengenaiL teori sistemL pemidanaan dalamL implementasi contempt of 

court dalam system peradilan pidanaL Indonesia. HasilL penelitian menunjukkanL bahwa 

pengaturanL contempt ofL court dalamL hukum pidanaL Indonesia, yangL secara historis berasal 

dari ajaran common law ILnggris, bertujuan untukL melindungi kehormatanL dan wibawaL lembaga 

peradilanL agar tetapL merdeka danL independen, tanpaL dipengaruhi oleh Lpihak luar (seperti 

eksekutif, L legislatif, atau bahkanL pihak internalL lembaga yudikatif) yang berniatL merusak 

martabatL lembaga Ltersebut, yang jugaL tercermin dalamL ketentuan PasalL 24 UUD 1945 

KataL Kunci: Contemptl Of Lcourt, Teori SistemL Pidana, ImplementasiL 

 

AbstractL 

InL Indonesia, theL public's perceptionL of the judiciaryL is increasingly Lfleeting. The 

judiciaryL is no longerL perceivedL by the publiLc as a placeL to seek justiceL in the 

contextL of law Lenforcement, but as Lan extension oLf the rulerL or power. TheL 

problems in Lthis study Lare: Setting contempt Lof court inL the theory of tLhe 

IndonesianL criminal justiceL system andL Implementation of Lcontempt ofL court inL 

positive criminalL justice systemL theory andL the CriminalL Code LBill. This study Luses 

a normaLtive juridicLal approach, byL examining and inLterpreting theLoretical maLtters 

about the criminal system theory in the implementation of contempt of court in the theory of 

the criminal justice systeLm in Indonesia. The reLsults of the stuLdy indicatLe that in theL 

context ofL the Contempt Lof Court in LIndonesia, the CoLntempt of Court setting Lin 
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criminal law in Indonesia has histoLrically been derivLed from the teachings of theL 

commonL law family in EnglLand. Which aimsLL to protect tLhe judiciary iLn order to 

remainL good and dignifiedL as an independentL institution, independent from the 

influeLnce of othLer parties (executiLve, legislLative, internal inLstitutions of the 

juLdiciary) or pLeople whoL want to underLmineL the Lhonor and authority oLf the 

judicLiary, and this is Lcan be obtained Leasily froLm the provisioLns of ArticlLe 24 of 

tLhe 1945 ConLstitution.  

LKeywords: Contempt Ofl Court, Criminal LSystem LTheory, ImplementationL 

  

A. PendahuluanL  

 

CiriL utama dariL negara hukumL dapat 

dilihatL dari adanyaL lembaga peradilanL 

yang bebasL dan Lindependen. Indonesia 

sebagaiL negara Lhukum, selain memilikiL 

lembaga peradilanL yang Lindependen, 

juga mengaturnyaL dalam LKonstitusinya. 

Dalam pelaksanaanL kekuasaan Lnegara, 

segala tindakanL harus Ldiatur, sesuai, 

danL dilaksanakan berdasarkanL hukum. 

DalamL menjalankan tugasnyaL sesuai 

denganL mandat UUDL 1945, terdapatL 

kekuasaan YudikatifL yang diwujudkanL 

dalam bentukL kekuasaan Lkehakiman. 

Proses peradilanL tentunya harusL 

terhindar dariL intervensi baikL berbentuk 

tekananL atau intimidasiL yang berasalL 

dari pihakL tertentu yangL berindikasi 

dapatL mereduksi padaL proses diL 

lembaga Lperadilan. 1Hukum adalahL hal 

yangL kompleks, danL secara Lteknis, 

ketika melihatL suatu perkaraL yang 

 
1 AdityaL Wisnu, UrgensiL dan 

PengaturanL UU TentangL Contempt ofL Court 
UntukL menjamin LHakrat, Martabat danL 
Wibawa LPeradilan, Jurnal MagisterL Hukum 
LUdayana, Vol 4L No. 2L Tahun L2015, h L331. 

sedangL dihadapi, kitaL dapat mengamatiL 

bahwa pihak-pihakL tertentu seringL kali 

menghadapiL proses hukumL dengan rasaL 

cemas atauL tidak Lsabar, seperti yangL 

diungkapkan olehL Harold J. LBerman. Ia 

jugaL menambahkan bahwaL hukum 

adalahL salah satuL aspek yangL paling 

pentingL dan menjadiL perhatian utamaL 

bagi seluruhL umat Lmanusia, karena 

hukumL berfungsi sebagaiL pelindung 

terhadapL tirani, diL sisi lainL juga 

terhadapL anarkis Lpenguasa”.2 

IstilahL “Ubi SocietasL Ibi LBius” 

masih relevanL dengan realitasL saat iniL 

yang memberikanL gambaran eksistensiL 

hukum yangL erat kaitannyaL dengan 

perkembanganL masyarakat sosialL dan 

kehidupanL atas tingkahL laku Lmanusia, 

begitu jugaL perkembangan atasL 

pelanggaran danL kejahatan. SalahL satu 

yangL menjadi soalL yaitu 

tindakan/perbuatanL yang ditujukanL 

untuk merendahkanL kewibawaan, 

 
2 KadirL Husin danL Budi LRizki H., 

SistemL Peradilan PidanaL Di LIndonesia, 
(Jakarta: SinarL Grafika, 2016L), 1. 
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martabatL dan kehormatanL terhadap 

Lperadilan. Hal iniL tentu sangatL 

berpengaruh padaL aspek sosialL di 

Lmasyarakat, bisa berupaL perbuatan 

yangL menyimpang atauL melanggar 

normaL terlepas tindakanL tersebut 

merupakanL perbuatan pidanaL atau 

Ltidak.3 

MunculnyaL Contempt ofL Court 

ini Ldilatarbelakangi prosesL peradilan 

yangL merendahkan marwahL Pengadilan. 

BisaL dilihat dariL proses berjalannyaL 

persidangan diL Pengadilan. PadaL proses 

jalannyaL persidangan diL Pengadilan 

seringL kita melihatL ruang sidangL yang 

penuhL dengan pengunjungL yang dapatL 

berpotensi membuatL kegaduhan danL 

menimbulkan terhambatnyaL serta 

tergangguL jalannya persidanganL di 

LPengadilan. .4Tak jarangL kita temukanL 

perdebatan antaraL Jaksa PenuntutL 

Umum denganL Penasehat HukumL 

ataupun Lsebaliknya, apalagi terdakwaL 

yang tidakL menerima keputusanL yang 

dijatuhiL oleh hakimL atas sanksiL pidana 

yangL diterimanya, bahkanL bisa terjadiL 

konflik yangL berakibat timbulnyaL 

kekerasan/penganiayaanL terhadap 

 
3 LSudarto, Hukum PidanaL I, 

(LSemarang: YayasanL Sudarto, 2009L), 94 

4 SyarifahL Masthura, KajianL Yuridis 
TerhadapL Contempt ofL Court diL Depan 
Pengadilan, JurnalL 

LHakim, Jaksa PenuntutL Umum danL 

Penasehat LHukum. 5Perbuatan sepertiL 

inilah yangL dianggap olehL para 

perumusL RUU KUHPL sebagai kondisiL 

yang memprihatinkanL dalam prosesL 

persidangan diL Pengadilan, akibatnyaL 

dapat dipersepsikanL yang terkesanL 

negatif padaL proses peradilanL yang 

menganggapL rendah lembagaL 

peradilan, SehinggaL dapat 

menggangguL proses jalannyaL 

peradilan seyogianyaL dilindungi 

lembagaL peradilan. DelikL mengenai 

halL ini sebenarnyaL telah adaL di KUHPL 

yang berlakuL saat Lini, tetapi secaraL 

implisit tidakL menyebutkan sebagaiL 

tindakan Ltersebut. 

SistemL peradilan pidanaL di 

IndonesiaL menjadikan pengadilanL 

sebagai fungsiL utama dalamL 

menentukan statusL perkara Lpidana, 

serta sebagaiL lembaga terakhirL dalam 

mencariL keadilan bagiL masyarakat. 

TindakanL yang Lmerendahkan, 

menghina, atauL menghalangi prosesL 

peradilan, sertaL tindakan yangL 

bertentangan denganL hukum, dianggapL 

sebagai perbuatanL pidana dalamL 

kategori ContemptL of LCourt. Namun, 

 
5https:// 

Lnasional.kompas.com/read/2L019/07/19/08073
921/serangan-pengLacara-d-terhadapL-hakim-
di-persidangan?page=all, L aksesL 9 OktoberL 
L2024. 
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permasalahanL terkait halL ini diL 

Indonesia masihL memunculkan 

perdebatanL mengenai klasifikasinyaL 

sebagai LContempt.. Adanya tuntutanL 

untuk mengaturL mengenai perbuatanL 

Contempt ofL Court secaraL 

komprehensif danL tersendiri6. 

PengaturanL tersebut denganL maksud 

agarL upaya melindungiL badan 

peradilanL dari suatuL tindakan yangL 

dianggap merendahkanL lembaga 

Lperadilan. 

PengaturanL tersendiri atauL 

pasal mengenaiL perbuatan 

merendahkanL martabat pengadilanL 

dalam prosesL peradilan merupakanL 

jalan untukL membangun wibawaL 

lembaga peradilan Lmenjadi lebihL 

baik, danL agar tercapainyaL suatu 

sistemL peradilan pidanaL yang dapatL 

memberikan keadilanL bagi 

Lmasyarakat. 

 

B. PembahasanL  

 

PengaturanL Contempt ofL Court dalamL 

sistem peradilanL pidanaL 

GagasanL mengenai “contemptL of 

courtL yang seringL dipersepsikan 

sebagaiL pelecehan terhadapL proses 

 
6 LSusanto, Sularto, danL Budhi 

WIcaksono, PengaturanL Tindak PidanaL 
Contempt ofL Court BerdasarkanL Sistem 
Hukum LPidana LIndonesia, Jurnal LVol. 6 LNo. 2 
Tahun 2017L 

peradilanL di pengadilanL baik ituL 

berupa Lpelanggaran, penghinaan atauL 

sikap memandangL rendah pengadilanL 

dalam prosesL peradilan bermulaL dari 

istilahL Bahasa LInggris. Pasalnya 

gagasanL tersebut berasalL dari sejarahL 

Inggris denganL istilah “Lcontempt” 

yang diartikanL perbuatan menantangL 

perintah rajaL Inggris yangL telah adaL 

pada 1742L yaitu denganL doktrin 

“pureL strem ofL justice”, kemudianL 

diikuti denganL diundangkan olehL 

Amerika SerikatL pertama kaliL pada 

tahunL 1789. 7DapatL disimpulkan 

bahwaL perbuatan tersebutL dalam 

tindakL pidana sebagaiL delik yangL 

dilakukan olehL pihak tertentuL dalam 

prosesL perkara baikL di pengadilanL 

maupun diL luar pengadilanL dalam halL 

tidak mentaatiL perintah pengadilanL 

secara aktifL maupun Lpasif. 

MunculnyaL contempt ofL court 

bermulaL daLri sistem hukumL “Anglo 

LSaxon” yang menggunakanL juri 

dalamL sistem peradilanL pidananya 

denganL pesertanya meliputiL orang-

orangL yang bukanL ahli diL bidang 

hukumL dan ikutL berperan danL sangat 

 
7 HasbullahL F. LSjawie, Sekelumit 

CatatanL Mengenai TindaLk Pidana 
“Contempt ofL Court”, JurnalL Hukum danL 
Pembangunan, Vol L24, NoL 4 TahunL 
1994, h L324. 
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mempengaruhiL pandangan hakimL 

dalam memutusL perkara, sertaL dikenal 

menganutL asas “preceden” dimanaL 

hakim terikatL dan tidakL boleh 

menyimpangL dalam memberikanL 

putusan dariL hakim yangL terdahulu 

dalamL menangani suatuL perkara 

Lserupa. Berbeda denganL Indonesia 

yangL menganut sistemL Eropa 

KontinentalL yang dikenalL menganut 

"asasL “bebas”, dimanaL hakim tidakL 

terikatL pada keputusanL hakim 

terdahuluL tetapi diharapkanL semua 

aturanL terkodifikasi danL berbentuk 

tertulisL sebagai pedomanL hakimL 

dalam memutus perkara. Sehingga 

apabila dipandangL perlu mengenaiL hal 

tersebutL perlu dibentukL suatu aturanL 

hukum (LUndang-Undang). UsulanL 

tentang suatuL perbuatan pidanaL yang 

merendahkanL wibawa danL martabat 

terhadapL proses peradilanL (Contempt 

ofL Court) diL Indonesia dapatL dilihat 

padaL UU LNo. 14 TahunL 1985 tentangL 

MahkamahL Agung, terutamaL pada 

PenjelasanL Umum butirL 4, bahwaL 

“……untuk dapatL menjamin 

terciptanyaL suasana Lsebaik-baiknya 

bagiL penyelenggaraan peradilanL guna 

menegakkanL hukum danL keadilan 

berdasarkanL Pancasila”, JikaL hal 

tersebutL ditafsirkan secaraL konkret, 

makaL tujuannya adalahL untuk 

memberikanL jaminan terhadapL proses 

kegiatanL dan putusanL yang dihasilkanL 

oleh lembagaL peradilan. SecaraL 

konsekuen, jaminanL terhadapL 

martabat peradilanL tidak hanyaL 

berfokus padaL individu Ltertentu, 

seperti Lhakim, dengan pandanganL 

sempit yangL hanya menjagaL wibawa 

danL martabat Lhakim. Padahal, prosesL 

peradilan melibatkanL lebih dariL 

sekadar hakim sebagaiL perwakilan 

pengadilan, tetapiL juga Ljaksa, 

penasihat Lhukum, saksi, danL 

terdakwa. OlehL karena Litu, pandangan 

kita tidak Ldapat terbatasL pada satuL 

pihak Lsaja, karena padaL 

kenyataannya, hakimL pun dapatL 

melakukan perbuatanL yang menghinaL 

kewibawaan Lpengadilan, seperti 

menghambatL jalannya persidanganL 

dengan Lketidakhadiran8. Gagasan 

mengenaiL hal iniL dapat dijadikanL “ius 

Lconstituendum” terkait contemptL of 

courtL di LIndonesia. 

KebutuhanL mengenai LUndang-

Undang terkaitL perbuatan, tingkahL 

laku, sikapL dan atauL ucapan yangL 

dapat merendahkanL dan merongrongL 

kewibawaan, Lmartabat, dan 

kehormatanL badan peradilanL yang 

dikenalL Contempt ofL Court” 

 
8

L Ibid. 328-L329. 
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memperlihatkanL kecenderungan 

bahwaL adanya kondisiL tertentu yangL 

kurang mendukungL pada prosesL 

peradilan, sehinggaL menjadi tuntutanL 

adanya pengaturanL tersebut dalamL 

proses Lperadilan9. PengaturanL 

Contempt of Court dalam hukum 

positifL secara implisitL telah diaturL 

dalam LKUHP, tetapi Lpada KUHPL 

tidak secara Ltegas tindakL pidana 

tersebutL merupakan perbuatanL 

Contempt. BeberapaL pasal padaL 

KUHP yangL disebutkan sebagaiL 

kategori tindakanL Contempt ofL Court 

sepertiL Pasal 207L dan PasalL 208 

(menghinaL institusi atauL alat negaraL di 

mukaL umum), PasLal 209 danL PasalL 

210L (penyuapan HakimL), Pasal 211 

dan PasalL 212 (pemaksaanL disertai 

denganL kekerasan terhadapL aparat 

pemerintahL), Pasal 216L (tidak 

mematuhiL perintah pejabatL dimana 

perintahL itu berdasarkanL Undang- 

LUndang, Pasal L217, Pasal 221L 

(Menyembunyikan pelakuL kejahatan 

atauL membantu untukL melarikan diriL 

atau 

Lmenghilangkan/menyembunyikanL 

barang buktiL), Pasal 222L 

(menghalang-halangiL pemeriksaan 

 
9 WahyuL Wagiman, ContemptL ofL 

Court DalamL Rancangan KUHLP 2005, 
(LJakarta: ELSAM, 2005L) 19. 

otopsiL), Pasal 224L dan PasalL 522 

(tidakL menyerahkan suratL yang 

dianggapL palsu), Pasal L227 (memakaiL 

suatu hakL yang manaL telah dicabutL 

oleh hakimLL), Pasal 231L dan PasalL 232 

( melepaskanL barang buktiL), Pasal242L 

(memberikanketeranganL/sumpah 

palsuL) dan PasalL 417 

(menghilangkanL/merusak barangL 

bukti yang dikuasainya atas 

jabatannya)10. Dari berbagai Pasal 

yang disebutkan sebenarnyaL cukup 

banyakL pasal yangL berkaitan denganL 

contempt ofL court, tetapiL kurangnya 

delikL yang mengaturL khusus untukL 

penegak hukumL yang selamaL ini 

menjalankanL tugasnya yangL dapat 

dikategorikanL sebagai Lperbuatan, dan 

sikapL yang merendahkanL martabat 

danL wibawa prosesL peradilan, halL ini 

relevanL dengan PasalL 32 jo PaLsalL 36 

Undang-UndangL Nomor 3L Tahun 

2009L tentang perubahanL kedua atasL 

Undang-UndangL Nomor 1L4 Tahun 

1985L tentang MahkamahL Agung yangL 

berwenang atasL pengawasan tertinggiL 

pada penyelenggaraL peradilan danL 

pengawasan terhadapL perilaku danL 

tindakan hakim Ltermasuk spenasehatL 

hukumL maupun Lnotaris. 

KehadiranL Contempt ofL Court 

 
10 SyarifahL Masthura, Lop. cit., L117. 
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sendiriL pun masihL adanya 

perselisihanL Lpandangan, di satuL sisi 

adaL yang berpendapatL bahwa 

ContemptL of CourtL yang seharusnyaL 

tidak Ldiperlukan, karena ituL hanya 

melindungi Ldan membuatL hakim 

menjadiL otoriter (abuseL of powerL). 

Tetapi pendapatL lain menyatakanL 

perlunya ContemptL of CourtL untuk 

melindungiL hakim dariL perbuatan 

yangL menyebabkan hakimL tidak 

bebasL dan mandiriL dalam 

melaksanakanL tugasnya. MakaL dari 

itu diperlukannyaL agar hakimL dapat 

menegakkanL hukum yangL seadil-

Ladilnya, bahkan bilaL itu bertentanganL 

dengan kehendakL rakyat termasukL 

membebaskan orangL yang tidakL 

bersalah bilaL dirasa ituL perwujudan 

dari Lrasa Lkeadilan11.Akan tetapiL 

pengaturan terkaitL pada pasalL dalam 

KUHPL tersebut hanyaL diasumsikan 

sebagai LContempt ofL Court, selLama 

ini IndonesiaL juga belumL 

memformulasikan danL menyetujui 

secaraL definitif mengenaiL pengertian 

dariL apa yang Ldimaksud sebagaiL 

perbuatan ContemptL of LCourt.12 

 
11 OttoL Hasibuan, ContemptL of CourtL 

Di LIndoensia, Perlukah? JurnalL Hukum danL 
Peradilan LVol. 4 NoL 2 TahunL 2015, h L267. 

12 LIbid. hlm 268L 

 

DalamL jalannya persidanganL di 

LPengadilan, terdapat banyakL hal yangL 

menjadi perhatianL karena berkaitanL 

dengan kualitasL dan wibawaL 

pengadilan. ParaL pencari keadilanL 

datang denganL antusias untukL 

menyaksikan prosesL peradilan yangL 

mencerminkan Lkeadilan. Namun, diL 

sisi Llain, mereka bisaL bersikap 

Lmengejek, mencemooh, atauL bahkan 

melakukanL perlawanan denganL cara-

caraL tertentu jikaL tuntutan atauL 

keinginan merekaL tidak Ldipenuhi. 

KondisiL seperti iniL tentu berisikoL 

mengganggu prosesL peradilan, karenaL 

dalam setiapL perkara yangL 

disidangkan, hasilL akhirnya hanyaL 

akan adaL dua Lkemungkinan: pihak 

yangL menang atauL kalah (tuntutanL 

diterima atauL ditolak), sertaL dihukum 

atauL dibebaskan..13 MelihatL dari 

kondisiL tersebut keadilanL itu tidakL 

hanya berdasarkanL apa yangL menjadi 

kehendakL masyarakat, tetapiL hakim 

dalam Lmenjalankan tugasnyaL tentu 

seharusnyaL dan sudahL sesuai denganL 

norma-normaL hukum danL atas 

keyakinanL hakim suatuL perkara 

diputusL dengan Ladil. Dalam beberapaL 

 
13 LAnita, Artaji, LAlis, Efa LLaela, 

Sherly, ContemptL of LCourt: Penegakkan 
HukumL dan ModelL Pengaturan DiL 
LIndonesia, Jurnal LVol. 7 LNo. 3 TahunL 2018, 
h 4L48. 
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wilayah tertentuL kecenderungan iniL 

cukup berpotensiL yang 

dilatarbelakangiL oleh pengaruhL dan 

kebiasaanL dalam mLasyarakat 

setempat. 

BerdasarkanL pengamatan yangL 

dilakukan, bahwaL Contempt ofL 

Court yangbiasanyaL terjadi padaL ranah 

perkaraL pidana, iniL terjadi jugaL pada 

ranahL persidangan Lperdata, serta 

kemungkinanL juga terjadiL pada 

pemeriksaanL tingkat banLding dan 

Lkasasi, meskipun padaL tahap ini 

Lpotensi terjadiL kejadian tersebutL kecil 

walaupunL sama-samaL menghasilkan 

suatuL putusan.14 PengaturanL terkait 

ContemptL of CourtL masih diaturL secara 

generalL dalam LKUHP, maka tidakL ada 

prosedurL dan pemberianL sanksi yangL 

tegas, sehinggaL dalam praktiknyaL 

hanya sLekadar mengingatkan danL 

mengeluarkan pelakuL yang dianggapL 

sebagai perbuatanL Contempt ofL Court. 

Hakikat perbuatanL tersebut tidakL hanya 

menjagaL marwah pengadilanL atau 

Lhakim, tetapi upayaL untuk 

mewujudkanL kLeadilan, sehingga 

perbuatanL CLontempt ofL Court iniL 

penting untuk menjaga prosesL peradilan 

yang manaL hakim dalamL memutusL 

 
14 LIbid, L449 

tidak dipengaruhiL atau hakimL yang 

Lmerdeka.15 

PembaharuanL Delik ContemptL of 

CourtL dalam sistemL peradilan Lpidana. 

SemangatL reformasi dalamL bidang 

Lhukum, didorong olehL dukungan danL 

penghargaan masyarakatL terhadap 

lembagaL peradilan yangL independen, 

menjadikannyaL sebagai jalanL terakhir 

dalamL menegakkan hukumL dan 

keadilan, yangL menjadi suatuL 

kewajiban (condition Lsine quaL non). 

Di sisiL lain, menurunnyaL kepercayaan 

masyarakatL terhadap lembagaL 

peradilan menunjukkanL 

kecenderungan untukL mencari 

alternatifL lain dalamL menyelesaikan 

Lmasalah. Namun, penyelesaianL 

masalah olehL masyarakat seringkaliL 

didorong olehL luapan emosiL dan 

frustrasiL yang dapatL berujung padaL 

perilaku anarkisL dan aroganL secara 

Lmassal. Tindakan sepertiL ini, jikaL 

terjadi dalamL proses Lpersidangan, 

tentu dapatL menghambat upayaL 

pencapaian Lkeadilan. Dalam 

RancanganL Undang-UndangL Kitab 

Undang-UndangL Hukum PidanaL 

 
15 LManan, & LHarijanti, Memahami 

LKonstitusi: Makna daLn Aktualisasi, 
(LJakarta: Raja LGrafindo, 2014), L10. 
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(RUU KUHPL) yang Lterbaru, terdapat 

babL khusus yangL mengatur tindaLk 

pidana terhadapL proses peradilanL 

(Contempt ofL Court). Pasal-pasalL 

yang mengatur tentang ContemptL of 

CourtL terdapat padaL Pasal L281-303 

dalam BabL VI danL dijelaskan lebiLh 

lanjut dalamL sub-babL yang 

mengklasifikasikanL perbuatan yangL 

dianggap sebagaiL tindak pidanaL 

terhadap prosesL peradilan, yangL dapat 

dilihatL sebagai Lberikut: 

1. GangguanL dan penyesatan 

proses peradilanL KetentuanL ini 

mengaturL bagi setiapL orang 

yangL tidak mentaatiL perintah 

pengadilanL demi kepentinganL 

proses Lpengadilan, dengan 

perilakuL tidak menghormatiL 

dan menyerangL integritas 

hakimL dalam prosesL 

pengadilan, danL merekam, 

mempublikasikanL tanpa ijinL 

secara langsungL proses 

persidanganL didenda kategoriL 

II, danL apabila dilakukanL oleh 

advokatL yang dalamL 

pekerjaannya melakukanL 

kecurangan Lmeliputi: adanya 

kesepakatanL dengan pihakL 

klien yangL berdampak 

merugikanL pihak klienyaL atau 

mempengaruhiL setiap orangL 

yang berkepentinganL dalam 

prosesL peradilan makaL dapat 

dipidanaL paling lamaL 5 (lima) 

tahunL atau kategoriL denda 

yangL diberikan kategoriL V. 

1. Menghalang-halangi proses    

    peradilan 

PadaL bagian iniL seorang yanLg 

melakukan perbuatanL gaduh padaL 

proses persidanganL dan mendapatL 

teguran dariL hakim sebanyakL 3 (tigaL) 

kali dipidana penjara atau denda 

kategoriL II, bilaL perbuatan gaduhL 

tersebut dilakukanL di luarL dekat ruangL 

sidang danL hakim telahL memperingati 

sebanyakL 3 (tigaL) kali makaL dipidanaL 

denda Lkategori I. ApabilaL perbuatan 

tersebutL meliputi: Lmencegah, 

merintangi Lmenggagalkan secara 

langsungL atau tidakL langsung, atauL 

memberikan barangL bukti danL alat 

buktiL palsu, keteranganL atau 

mengarahkanL sanksi untukL 

memberikan keteranganL palsu, atauL 

merusak, LLmengubah, mengancurkan 

atau dengan sengajaL menghilangkan 

barangL bukti makaL dipidana penjaraL 

paling lama 5L tahun atauL denda 

kategoriL V. dalamL ketentuan diatasL 

bila ituL dilakukan dalamL proses 

peLradilan pidanaL maka ancamannyaL 

pidana penjaraL paling lamaL 7 tahunL 

atau dendaL kategori LV. dalam 
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perbuatanL seorang bilaL dengan 

Lsengaja menyembunyikanL orang yangL 

melakukan tindakL pidana, 

memberikanL pertolongan kepadaL 

orang Ltersebut, tetapi ketentuanL ini 

tidaLk berlaku jika denganL maksud 

agarL terhindarL dari penuntutanL 

terhadap keluargaL sedarah atauL 

semenda dalamL garisL keturunanL 

lurus derajatL keduLa atau 

menyampingL derajat Lketiga, 

terhadap istriL atau suamiL atau 

mantanL istri atauL suaminya. PaLda 

bagian ini Ljuga menegaskanL bahwa 

bilaL seorang denganL sengaja 

melepaskanL atau memberiL 

pertolongan untukL pelaku 

melarikanL diri dariL penLahanan 

atau dariL penjara atau Lpidana 

tutupanL dipidana penjara Lpaling 

lamaL 3 tahunL dan denda LkategoriL 

IV. 

MerusakanL gedung, ruang sidang 

dan alat perlengkapan sidang 

pengadilan 

 

Pada ketentuan ini bagi orangL yang 

merusakL gedung, ruangL persidangan, 

atauL alat perlengkapanL sidang yangL 

mengakibatkan hakimL tidak dapatL 

menyelenggarakanL proses Lperadilan, 

atau padaL proses peradilanL 

berlangsung melakukanL perbuatan 

Ltersebut, atau melakukanL perbuatan 

kepadaL aparat penegakL hukum 

yangL menjalan tugasL sehingga 

mengalamiL luka beratL atau 

menyebabkanL kematian aparatLL 

penegak hukumLL maka ancamanLL 

pidananya palingLL lama 12LL tahun 

Lpenjara. 

PelindunganL saksi danL korban 

KetentuanL ini jugaL memberikanL 

perlindungan bagiL hak seoranLg saksi, 

bahkan akibat dariL memberikanL 

keterangaLn tersebut saksi/korban 

diperlakukan Lsecara diskriminasiL 

pada lingkupL pekerjaannyaL atau 

memberitahukanL keberadaannyaL 

dapat dipenjaraL atau Ldenda. 

KetentuanL dalam RUUL KUHP 

mengenaiL Contempt ofL Court lebihL 

tendensius untukL diterapkan kepadaL 

masyarakat diL luar dariL aparat 

penegakL hukum. KitaL ketahui 

pengaturanL mengenai perlindunganL 

hukum bagiL penegak hukumL sudah 

cukupL memadai tetapiL tidak bisaL kita 

pungkiriL penegak hukumL juga bisaL 

berpotensi untuk Lmelakukan 

perbuatanL yang mereLndahkan 

kehormatanL dan wibawaanL lembaga 

Lperadilan. Sehingga pengaturan 

Ltersebut jugaL berlaku bagiL penegak 

Lhukum. 16 Ketentuan iniL juga menjadi 

 
16 SulasiL Rongiyati, ContemptL of 

CourtL Dalam PersidanganL Mahkamah 
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kekhawatiranL yang dipersepsikanL 

sebagai boomerangL bagi masyarakatL 

sendiri bahwaL diberlakukannya 

ContemptL of CourtL menjadi 

perbuatanL yang overcriminalisasiL 

terhadapL lembaga peradilan yangL anti 

terhadaLp kritik. TerkaitL dengan 

sanksiL yang diberikanL menjadi halL 

baru dalamL RKUHP yangL membuat 

dengaLn pengategorian, halL ini 

bertujuaLn untuk mempermudahL dalam 

memberikanL penjatuhan sanksiL 

terhadap pelakuL serta pertimbanganL 

dari dampak Lyang Ltimbul. 

Pasal yang mengatur mengenai 

Contempt of Court perlu 

mempertimbangkan keseimbangan antara 

masyarakat yang mencari keadilan dan 

aparat penegak hukum dalam mewujudkan 

keadilan, serta seberapa konsisten dalam 

menentukan tindakan yang dapat 

dikriminalisasi sebagai Contempt of Court. 

Dalam konteks sistem adversarial, di mana 

masing-masing pihak diberikan kebebasan 

untuk mencari keadilan, penting untuk 

menjaga keseimbangan atas kebebasan 

yang dimiliki oleh para pihak. Tujuan dari 

jaminan kebebasan tersebut adalah agar 

dapat digunakan tanpa merugikan proses 

 

LKonstitusi, Jurnal LVol V, LNo. 22/II/P3DL 
I/NovemberL 2013, hlm L4. 

 

peradilan, dengan adanya pengawasan 

yang memastikan perlindungannya. 

Pengaturan terkait perbuatan Contempt 

of CourtL ini lebihL condong ditujukanL 

kepada penegakL hukum, advokatL dan 

Lwartawan. Karena merekalahL yang 

diberikanL amanah dalamL Undang-

UndangL untuk mewujudkanL 

penegakan hukumL dan memberikanL 

informasi danL edukasi hukumL bagi 

Lmasyarakat. Sehingga perluL adanya 

pengawasanL agar Ltidak berdampak 

halL negatif padLa proses peradilanL 

yang Lberintegritas, independen, tidakL 

tendensius, netralL dan Lobyektif.17 

Oleh karena Litu untukL penerapannya 

terlebihL dahulu kitaL memperbaiki 

sistemL peradilannya, sertaL 

meningkatkan profesionalitasL dan 

integritasL para penegakL hukum 

termasukL advokat danL wartawan, 

sertaL memberikan edukasiL pada 

masyarakaLt sebagaiL pencari 

Lkeadilan. 

TujuanL Contempt ofL Court 

dalamL Sistem peradilanL pidana 

dapatL mewujudkan tujuannyaL yaitu: 

LPertama, pencegahan agarL 

masyarakat tidakL menjadi Lkorban, 

kedua menyelesaikanL kasus 

kejahatanL yang terjadiL agar 

 
17 WahyuL Wagiman, Lop., cit, hlm L24. 
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tercapainyaL keadilan bagiL 

masyarakat, ketigaL mengupayakan 

agarL perbuatan yangL serupaL tidak 

terulangL kembali.18 TujuanL lain 

diaturL mengenai contempLtL of court 

bukanL beranggapan bahwaL untuk 

menumbuhkanL citra kewibawaanL 

pengadilan atauL proses peradilanL 

dengan adanyaL peraturan yangL 

baru. DenganL tujuan tersebuLt tentu 

penegakL hukuLm yang merupakanL 

komponenL sistem peradilanL pidana 

Ldan masyarakaLt dapat 

mewujudkanL suatu bentukL 

Integrated CriminalL System yanLg 

bertujuan meminimalisirkanL suatu 

kejahatan Ldan upLaya mewujudkanL 

rasa keadilan Ldan kepastian Lhukum. 

C. KesimpulanL 

PeraturanL dalam hukumL positif 

mengenaiL perbuatan contemptL of 

courtL masih menjadiL perdebatan, 

terutamaL terkait denganL definisi danL 

klasifikasi tindakanL yang dianggapL 

merendahkan martabat Ldan meLnghina 

proses Lperadilan. Oleh karena itu, 

diperlukan pemahaman yang jelas 

mengenai apa yang dimaksud dengan 

contempt of court sebagai acuan bagi 

 
18 LIbid. 

 

aparat penegak hukum, penasihat 

hukum, dan masyarakat. Tujuannya 

adalah untuk memastikan bahwa proses 

peradilan berjalan dengan martabat, 

yang tidak hanya melindungi penegak 

hukum, tetapi juga melindungi pihak-

pihak yang terlibat dalam proses 

peradilan tersebut. 

 

Dalam RUU KUHP, ketentuan tentang 

Contempt of Court diatur dengan delik 

formil, yang lebih menekankan pada 

tindakan pidana yang dilakukan. Pasal-

pasal terkait hal ini telah disusun dalam 

bab khusus mengenai Tindak Pidana 

Terhadap Proses Peradilan dan 

dijelaskan lebih rinci dalam sub-bab 

mengenai perbuatan yang termasuk 

dalam tindak pidana contempt of court. 

Namun, penting untuk tetap 

mempertimbangkan keseimbangan 

dalam proses peradilan antara 

masyarakat yang mencari keadilan dan 

aparat penegak hukum, agar tidak 

muncul persepsi bahwa lembaga 

peradilan adalah lembaga yang tidak 

memiliki integritas. 
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